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OPINI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
DALAM BIDANG INFRASTRUKTUR PEDESAAN

Syafhendry
Fisip Universitas Islam Riau
email :syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Dinamika opini publik dalam sistem politik demokrasi berawal dari adanya
teori demokrasi tradisional yang muncul pada abad ke-18 dan 19. Pada
awalnya, para pemikir demokrasi mengandalkan suatu situasi sosiopolitik di
mana individu menjadi dasar dari badan politik. Hubungan antara yang
memerintah dengan yang diperintah merupakan hubungan antara individu
yang satu dengan individu yang lain. Hubungan itu terjalin - selalu diawali
pada proses demokrasi dalam menentukan siapa yang berhak memerintah.
Ketika yang memerintah sudah mendapat hak, maka terbangunlah
organisasi pemerintah.Di organisasi pemerintahan inilah hadir seorang
pemimpin untuk melaksanakan tugas kepemipinannya.Kepemimpinan yang
dimaksud disini adalah kepemimpinan kepala daerah. Tulisan ini akan
menguraikan tentang opini masyarakat terhadap kepemimpinan kepala
daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati dan Wakil Bupati
kabupaten Siak Sri Indrapura. Kepemimpinan mereka menjadi Opini
ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pemerataan pembangunan di
bidang infrastruktur. Infrastruktur yang disoroti masyarakat adalah
kebutuhan dasar seperti aliran listrik, penyediaan air bersih dan infrastruktur
jalan.Kebutuhan dasar masyarakat ini menjadi tolak ukur atas keberhasilan
kepemimpinan kepala daerah.Disamping harmonisasi hubungan antara
kepala daerah dengan wakil kepala daerah.Keadaan inilah yang menjadi
penilaian dan pertimbangan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil
kepala daerah untuk dapat dipilih kembali.

Kata Kunci : Infrastruktur pedesaan, Kepemimpinan, Opini Publik.
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A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ini
adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka di susunlah pemerintah
secara dan daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-
tiap Kabupaten bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah di atur Dalam UUD
1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana di jelaskan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan Kota itu
mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-Undang.
Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkanlah UU No
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan diatas terlihat salah satu tujuan negara Indonesia
adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana dimaksud ialah kondisi
manusia di mana masyarakat dalam kondisi yang makmur, maka dari itu
pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan serta
salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan.

Sejalan dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 diatas, di dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 2 juga
menjelaskan  bahwa :Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan
Kota; Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan di bagi
atas Kelurahan dan Desa.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah juga di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintah
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dan Daerah, pada bagian ketiga Undang-Undang tersebut yakni urusan
pemerintah konkuren, pada pasal 11 menyebutkan (1) Urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3)
yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan.(2) Urusan Pemerintahan Wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.(3) Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya
merupakan Pelayanan Dasar.

Terkait dengan urusan pemerintah konkuren diatas maka tulisan ini
hanya menyoroti pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar yaitu, pekerjaan umum dan penataan ruangan, yang dalam
istilah penulis dalam tulisan ini disebut infrastruktur pedesaan.

Masalahnya sekarang adalah dalam masa 5 tahun kepemimpinan
seorang kepala daerah yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat pada
umumnya, khusus masyarakat pedesaan adalah tidak berkembang dan
merata pembangunan infrastruktur pedesaan, terutama akses jalan, dan
penerangan (listrik).Keluhan oleh masyarakat ini menjadi opini dan persepsi
ditengah-tengah masyarakat tentang kepemimpinan kepala daerah. Opini ini
berkembang dengan pesat dan menjadi isu santer saat-saat akan
dilaksanakan pemilihan kepala daerah.Yang menariknya adalah
kepemimpinan kepala daerah yang menjadi sorotan oleh masyarakat
tersebut, ketika yang bersangkutan mencalonkan kembali untuk yang kedua
kalinya (incumbent), maka opini yang berkembang menjadi sirna,
infrastruktur yang tertinggal dan tidak merata tersebut terlupakan oleh
masyarakat. Inilah kejelian seorang kandidat dalam meraih dan memperoleh
suara dukungan masyarakat. Tulisan ini akan menganalisis ketiga kata kunci
diatas yaitu Infrastruktur pedesaan, Kepemimpinan, Opini Publik.
Pertanyaannya adalah bagaimana opini masyarakat terhadap
kepemimpinan kepala daerah terkait pembangunan infrastruktur
pedesaan?bagaimana proses pembentukan opini yang terjadi di masyarakat
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tentang kepemimpinan?hal apa saja yang mempengaruhi opini masyarakat
terhadap kepemimpinan kepala daerah?apakah ada kecenderungan opini
masyarakat sengaja dibentuk tentang kepemimpinan kepala daerah?

B. Tinjauan Teoritik

B.1 Pengertian Opini

Opini adalah tanggapan aktif terhadap rangsangan, tanggapan yang
disusun melalui interpretasi personal yang diturunkan dan turut membentuk
citra.Setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks yang terdiri atas
tiga komponen, kepercayaan , nilai, dan pengharapan (Dan Nimmo : 2006).
Opini individu muncul sebagai akibat persepsi yang timbul terhadap suatu
permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Munurut Leavie, persepsi
(perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang
melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau
penglihatan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan
sesuatu (Sobur: 2004). Opini berdasarkan penafsiran individu atau setiap
orang itu bisa setuju atau tidak setuju atau menimbulkan pro dan kontra.
Dengan kata lain, opini publik itu merupakan perpaduan dari opini-opini
individu. Opini menurut Cutlip dan Center adalah ekspresi tentang sikap
mengenai masalah yang bersifat kontroversial. (Olii dan Erlita : 2011).

Memahami opini seseorang bukanlah hal yang mudah, karena
mempunyai unsur-unsur seperti believe (kepercayaan tentang sesuatu),
attitude (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang), dan perception (R.P
Abelson dalam Soemirat dan Ardianto,2012). Bila attitude dimaksudkan
sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang melalui pernyataan, maka
pendirian atau attitude tersebut sering disebut sebagai sikap yang
merupakan opini yang tersembuyi dalam batin seseorang. Pendirian yang
diungkapkan dalam bentuk apapun (bahasa tubuh, raut muka ekspresi,
warna, pakaian yang dikenakan dan sebagainya disebut opini).

B.2. Opini Publik

Pemakaian istilah opini publik dimaksudkan untuk lebih memudahkan
pembatasannya, terkadang orang selalu sukar memisahkan arti pendapatan
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dengan pendapat. Pendapatan itu adalah penghasilan atau gaji, sedangkan
pendapat itu pandangan atau jalan pikiran orang. Publik sendiri secara
sosiologis dapat kita artikan sebagai suatu kelompok manusia yang
terstruktur, corak maupun jiwanya tidak tertentu karena ia bukan kelompok
yang permanen dan ruang lingkupnya tak dapat pula di tentukan secara
pasti ( Abduh,1977). Dalam pandangan Herimanto (2007) opini publik
berasal dari dua kata bahasa latin, yakni opinari dan publicius. Opinari
berarti berfikir atau menduga. Sedangkan kata publicius mempunyai arti,
milik masyarakat luas. Hubungan keduanya antara kedua kata opini publik
menyangkut hal yaitu dugaan, fikiran harapan dan fikiran yang dilakukan
banyak orang banyak.

Suatu opini publik ialah yang dianggap mampu atau memenuhi syarat
opini publik jika fakta yang dipakai sebagai tolak ukur perumusan publik
dengan unsur baik atau buruk menyangkut isu yang ada dalam kehidupan
bersama dan bersifat rasional. Nilai-nilai dan kompetensinya dapat
digunakan sebagai syarat dalam menentukan opini publik. pandangan yang
sama juga dikemukakan oleh Leonard W. Doof, yang dikutif Ruslan (2010)
menyebutkan suatu opini publik yang dianggap kompeten atau mampu
memenuhi syarat opini publik jika fakta yang di pakai sebagai tolak ukur
perumusan opini publik, adanya unsur penilaian baik dan buruk dari
masyarakat; kemudian adanyakesepakatan mengenai tindakan yang harus
diambil untuk memecahkan suatu persoalan tertentu, dan adanyafaktanilai-
nilai, opini publik dalam kompetensinya. Berdasarkan defenisi di atas,
Leonard W. Doob yang dikutif Soermirat dkk, (2004) menyatakan beberapa
hal mengenai pembentukan opini publik yang berhubungan dengan sikap
manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota kelompok. Sikap
tersebut  ditentukan oleh pengalamannya di dalam  kelompok
tersebut.Menurut Seitel, sikap dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik seperti
(1) personal, secara fisik, unsuremosional suatu individu, termasuk kondisi,
usia dan status sosial; (2) kultur, lingkungan dan gaya hidup dalam era
geografis tertentu; (3) pendidikan, tingkat dan kualitas pendidikan; (4)
familiar, seilsilah keturunan; religi dan sistem kepercayaan; (5) tingkat sosial,
posisi dan status yang dimiliki masyarakat ras dan suku bangsa; (6) ras,
suku banga (Soemirat dkk, 2012).
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Selanjutnya Erish dan Proto (2004) menyebutkan bahwa opini publik
adalah ekspresi sikap mengenai persoalan masyarakat. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa opini publik mencakup tiga aspek, yaitu : opini yang
dinyatakan dalam bentuk ekspresi, adanya persoalan yang menimbulkan pro
dan kontra dan merupakan suatu hal yang menyangkut kemasyarakatan.
Para sarjana lain melukiskan opini public dari yang satu sebagai
“komuniktas”. Dalam sebuah risalah klasik tentang opini public yang juga
ditulis lebih dari setengah abad yang lalu, A Lawrence Lowell
berargumentasi bahwa opini publik ditegakkan atas pandangan umum rakyat
tentang tujuan yang diinginkan dari pemerintah serta penerimaan umum
mengenai alat yang tepat untuk mencapai tujuan itu. (Lowell : 1913). Yang
lebih baru, Robert Nisbet (1975) menyuarakan pengamatan yang sama
dalam membedakan opini publik dari opini rakyat. Nisbet berkata, “bukan
rakyat menurut jumlah angkanya, bukan mayoritas, juga bukan hanya
minoritas manapun yang mewakili opini public jka individu-individu yang
terlibat tidak membentuk suatu jenis komunitas atas dasar memiliki tujuan,
maksud, dan aturan prosedur bersama. Opini publik telah memperoleh
karakternya dengan consensus yang sejati, dengan tradisi yang
mempersatukan, dan dengan apa yang oleh Elmund Burke disebut
“semangat konstitusional"

Sebelum kita mengetahui terbentuknya opini, maka sebaiknya kita
ketahui dahulu bagaimana proses opini bisa terjadi. Berikut beberapa faktor
yang mempengaruhinya yaitu:
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Proses Pembentukan Opini Publik

Gambar.1
Faktor Penentu Faktor Pembentuk
= Latar Belakang v ! l
Budaya Ly Persepsi Oovini 2 g
- |
. Pengalaman -+ Up konsensusu Opini Publik

Masa La'u /
* Nilai Yang

M Aff Peras:
Dianut ect (Faras

* Berita Yang Pendirian/ o[ Behavior { Pril
Berkembang Sikap
Sumber : R.P.Abelson (dalam Ruslan,2005) Cognition

—* (Pengetahua

Model di atas merupakan gambaran dari proses pembentukan opini
publik, yang diawali oleh 4 faktor penentu seperti latar belakang budaya,
pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang berkembang.
Keempat hal ini diolah kembali menjadi persepsi. Persepsi yang akan
dipengaruhi oleh pendirian dapat membentuk sebuah opini. Opini yang
melewati proses konsensus akan segera menjadi opini publik.

Penjelasan singkat terkait proses pembentukan opini publik diatas dapat
dijelaskan sebagai berikut : (1) Persepsi adalah suatu proses memberikan
makna, yang sebenarnya merupakan akar dari opini. Persepsi ditentukan
oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya,pengalaman masa lalu,
dannilai-nilai yang dianut, termasuk berita-berita yang berkembang. Ketika
seseorang bertemu dengan orang lain yang baru kali ini dikenalnya,
biasanya orang akan segera mempunyai opini. Opini ini muncul karena
orang tersebut mempunyai persepsi. Persepsi, antara lain disebabkan oleh
kenyataan yang ditemuinya di masa lalu (Kasali,1994). (2) Opini sendiri
mempunyai kaitan yang erat dengan pendirian (attitude). Abelson, dalam
Kasali (1994) menyebutkan bahwa opini mempunyai unsursebagai molekul
opiniyakni, belief (kepercayaan tentang sesualu), attitude (apa yang
sebenarnya dirasakan seseorang), perception (persepsi). Pendirian (attitude)
sering disebut sikap, merupakan opini yang tersembunyi di dalam batin
seseorang (latent opinion). Pendirian yang diungkapkan, dalam bentuk

522 | Samarinda, 24-25 November 2016

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIP| “Reformasi dan
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan”

apapun disebut opini (Soemirat & Ardianto, 2005). (3) Konsensus atas
masing-masing individu terhadap suatu opini tertentu biasanya dimulai dari
suatu kelompok segmen masyarakat yang paling kecil, kemudian
berkembang menjadi kelompok yang lebih luas. Opini yang terkristal menjadi
luas itu disebut opini publik.

Siapa yang dimaksud publik, dan apa itu pendapat umum? Apakah
pendapat seseorang dapat dianggap sebagai pendapat umum, dan apakah
seseorang kandidat bisa mengatasnamakan pendapat umum atau
memanipulasinya untuk kepentingan politknya. Dari beberapa pakar,
ternyata di antara mereka juga tidak ada kata sepakat apa yang dimaksud
dengan pendapat umum. Tetapi dari beberapa pendapat tersebut secara
substansi minimal mengandung arti : Adanya isu diawali ketidaksepakatan,
yakni ada yang pro da ada kontra; Isu melahirkan dua bentuk masyarakat
yakni masyarakat yang peduli pada isu tersebut lalu membuat pendapat,
sementara masyarakat yang tidak peduli lalu diam. Menurut Leonard W.
Doob dalam Cangara (2016), “suatu isu baru dapat dikatakan pendapat
umum setelah masyarakat menyatakan pendapatnya. Sepanjang pendapat
itu sifatnya orang per orang, maka ia baru menjadi pendaapat pribadi. Tetapi
perlu di ketahui bahwa pendapat pribadi tidak bisa dipisahkan dengan
pendapat umum, sebab pendapat umum dibangun berdasarkan pendapat
perorangan (pribadi) terhadap isu yang di minati oleh orang banyak.

Untuk berkembang menjadi opini publik, opini-opini tersebut melewati
sejumlah dimensi waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sangat
tergantung pada unsur emosi anggota segmen masyarakat, kesamaan
persepsi, kepercayaan atas isu yang dibicarakan, pengalaman yang sama,
tekanan-tekanan dari luar, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
sumber berita. Dimensi cakupan (luasnya publik), dimensi pengalaman;
masa lalu khalayakKhalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman
tertentu atas objekyang dibicarakan. Pengalaman masa lalu ini biasanya
diperkuat oleh informasi lain. Pengalaman masa lalu di ekspos oleh hal-hal
yang dialami sendiri maupun di dengar atau dibaca dari sumber lain.
Makin tinggi dan sama pengalaman masing-masing individu akan semakin
besar pula kemungkinan terjadinya konsensus diantara mereka. Dimensi
Media massa; konsensus biasanya akan berkembang lebih pesat lagi
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apabila suatukejadian diekspos oleh media massa. Bahkan, media massa
senng disebut sebagai alat pembentukan opini publik.Dimensi tokoh; hampir
dalam setiap kasus selalu tampil seorang tokoh. Konsensus yang muncul
biasanya amat tergantung pada tokoh yang menangani kasus tersebut. (4)
pendirian mempunyai tiga komponen pembentuk yang dikenal sebagai A-B-
C of Attitude. (a)Affect atau perasaan (emosi) komponen afektif merupakan
elemen evaluasi dalam unsur pendirian berdasarkan seseorang untuk
menilai sesuatu: bak atau buruk. (b)Behavior atau perilaku merupakan
komponen untuk menggerakan seseorang secara aktif untuk melakukan
tindakan atau berperilaku atau suatu reaksi yang sedang dihadapinya.
Seperti memukul, menghancurkan, menerima, atau menolak. (c)Cognition
atau pengertian (penalaran) komponen ini berkaitan dengan penalaran
seseorang untuk menilai sesuatu informasi, pesan, fakta dan pengertian
yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan
pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan
penalarannya (Kasali, 1994).

B.3. Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan mata rantai yang tidak
terpisahkan. Pemimpin lebih menggambarkan figure seseorang sedangkan
kepemimpinan lebih cenderung kepada sifat, watak, tabiat dan kecakapan
yang ditampilkan dalam mengendalikan diri dan mengelola orang lain dalam
konteks mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pemimpin terbingkai
dalam tujuan individu, pribadi, sedangkan kepemimpinan berorientasi pada
kepentingan institusi dan lembaga baik bersifat informal maupun organisasi
yang bersifat formal. Esensinya yaitu tujuan individu berimpit dengan tujuan
organisasi, semakin baik dan besar profit organisasi, maka berimbas kepada
kesejahteraan individu sebagai anggota organisasi (Effendy : 2009)

Kata pemimpinleader mempunyai arti dan defenisi yang bermacam-
macam.Defenisimengenai pemimpin yang banyak sekali, yaitu sebanyak
pribadi yang meminati masalah pemimpin tersebut.Karena itu kepemimpinan
merupakan dampak interaklif dari faktor individu dengan faktor
situasi.Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan
atau lanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang
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dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran tertentu (Kartono, 2008).

Betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu
kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan diantara orang-orang
dalam kelompok, maka orang-orang mencari cara pemecahan supaya
terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama. Kepemimpinan yang tepat
juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dimana
ketepatan dalam proses pembaginan tugas dan wewenang secara tepat
secara langsung akan membantu proses pencapaian tujuan pembangunan
daerah yang telah ditetapkan.

Ordway Tead dalam bukunya The Art of Leadership menyatakan
kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka
mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan (dalam Kartono,
2008).Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan
dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia
terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang
mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya
kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.Kartono mengatakan
persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting,
yaitu: pertama kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan
kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan
bawahan untuk berbuat sesuatu; kedua kelebihan, keunggulan, keutamaan,
sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh

pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatanperbuatan tertentu.;
ketiga kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan
kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari
kemampuan anggota biasa.(Pasolong ,2008)

- Seorang - pemimpin- harus mampu berkomunikasi dengan baik
sehingga nanti akan tercapai maksud dan tujuannya. Komunikasi pemimpin
dalam penyampaian pesan-pesan tentu tidak terlepas dari adanya umpan
balik dari pegawai. Sebaliknya jika tidak terjadinya komunikasi, maka sulit
untuk menjalankan visi misi yang ada. Oleh karena itu seorang pemimpin
harus benar-benar, memperlihatkan komunikasi yang disampaikan dan
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begitu juga dengan pegawai harus mampu melakukan komunikasi sehingga
terjadi proses yang efektif.

B.4. Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur
merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase,
bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun
kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu
sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian
berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama
lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan
sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.
Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan
sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu
dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie,
2005).Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang
kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang.Infrastruktur merupakan
wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan.Ketersediaan
infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya
sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada
perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.Oleh karenanya penting
bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan
untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap
sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu
kegiatan.Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata guna
lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane (2000).Rekayasa dan
Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka
pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur perairan, limbah, energi, serta
bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi,
sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.
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Moenir (1992) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis
peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat
utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka
kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja .Sebagai
suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen maka perencanaan
infrastruktur harus mempertimbangkan keterkaitan dan keterpengaruhan
antar komponen, beserta dampak-dampaknya. Perencanaan infrastruktur
merupakan proses dengan kompleksitas tinggi, multi disiplin, multi sektor,
dan multi user.

C. Pembahasan
C.1 Pendapat Umum : Tinjauan Masa lalu

Sesudah Lyndon Baines Johnson, presiden pengganti John F.
Kennedy mengirim setengah juta orang berperang di Vietnam, dia
menemukan pendapat umum  berbalik menentang kebijakannya. Sedudah
itu, Jonhson mengumumkan bahwa ia tidak ingin lagi mencalonkan diri jadi
presiden pada periode berikutnya, dia memilih untuk istirahat diladang
peternakannya di Taxes. Penggantinya Richard Nixon, yang diterpa skandal
Watergate, tiba-tiba popularitasnya di mata publik melorot jauh menjadi 40
poin dan berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai presiden setelah di
impeach oleh Kongres. Demikian pula ketika Jimmy Carter didera kasus
inflasi dalam negeri dan penyanderaan para diplomat Amerika di Iran,
merosot popularitasnya sehingga dukungan publik beralih ke Ronald Reagan
yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke 40.

Dalam sejarah kekuasaan tidak ada pemerintahan yang bisa
bertahan tanpa dukungan rakyat. Kekuasaan seorang raja atau presiden
bagaimanapun kuatnya akan runtuh manakala rakyatnya sudah tidak
mendukung pemerintahannya. Jatuhnya presiden Idi Amin di Uganda, kaisar
Haila Silassie di Ethopia, presiden Ersyad di Banglades, presiden Marcos di
Filipina, presiden Saddam Husein di Irak adalah bukti sejarah bahwa
kekuasaan bisa di tumbangkan oleh kehendak orang banyak, sekalipun
pemerintahan itu dijalankan dengan cara-cara diktator (Cangara : 2016)

Praktek pendapat umum sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak
Negara-negara kota di Yunani melaksanakan pemunggutan suara secara
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langsung untuk  melihaal  suara  mayoritas, Para  penduduk  kota
mengacungkan tangannya untuk menyalakan seluju atau tidak terhadap
suatu isu yang dipermasalahankan oleh banyak orang. Tetapl karena praktik
komunikasi sekarang tidak lagi dilakukan secara langsung seperti halnya di
Yunani, melainkan sudah melalui media massa seperti surat kabar dan media
eleklronik,

Pendapat umum modern baru mulai menjelang berakhirnya abad ke-
19, ketika surat kabar New York Herald melakukan interviu kepada sejumlah
penduduk kota untuk memprediksi hasil pemilihan walikota New York, lalu di
susul surat kabar-surat kabar di Cincinati, Chicago dan St, Lois pada tahun
1908, Sejalan upaya untuk mengetahui pendapat orang banyak, Lawrence
Loweel menerbitkan buku Public Opinion and Popular Government (1919),
sebagai buku pertama yang membicarakan tentang pendapat umum, disusul
buku public Opinion karya Walter Lippman (1922). Sejak itu studi tentang
pendapat umum modern dalam bentuk kajian maupun dalam bentuk kuliah
sudah mulai diberlakukan di universitas-universitas Amerika oleh para iimuan
politik, sosiologis, psikologi sosial.

Setelah berlangsung kurang lebih setengah abad pendapat umum
menjadi kajian studi dan bahan riset di Amerika Serikat. Pendapat umum
makin banyak mendapatkan perhatian di Negara-negara di mana demokrasi
bergulir. Perhatian yang begitu besar bukan saja dalam rangka penentuan
kandidat yang harus diukur tingkat penerimaan massa, tetapi juga dalam hal
pengambilan keputusan dan pelayanan public yang merugikan masyarakat. |
Di Indonesia, sekarang banyak kebijakan tentang pembangunan infrastruktur |
yang ditujukan untuk kepentingan public yang harus ditunda pelaksanaannya,
karena mendengar suara rakyat yang disampaikan dalam bentuk protes atau
ujuk rasa. Protes dan unjuk rasa yang dilakaukan oleh masyarakat sebagai
salah satu bentuk pernyataan pendapat umum yanag tidak lagi dinyatakan
dalam media, tetapi dalam bentuk aksi.

C.2. Opini Kepala Daerah :Faktor Pembentukan
Pembahasan ini menggunakan skema atau kerangka pemikiran dari
teori R.P.Abelson.Sebelumnya kita lihat dulu proses terbentuknya melalui
faktor penentunya yaitu latar belakang, berdasarkan hasil dari pengalaman
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dilapangan bahwa latar belakang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam
pembentukan opini. Karena pada umunya masyarakat menilai jika adanya
kesamaan latar belakang budaya memiliki kedekatan emosioal yang tinggi.
Artinya masyarakat merasa kedekatan batin itu terasa dekat karena dari
suatu golongan yang sama.

Jika dilihat dalam pengalaman masa lalu, banyakpasangan kepala
daerah yang harmonis sangat disukai oleh masyarakat dengan gaya
kepemimpinannya yang demokratis, dekat dengan masyarakat, berwibawa,
kepala daerah yang menjadi inspirasi dalam pembangunan infrastruktur.
Keadaan seperti ini sangat dirasakan masyarakat secara umum dan bernilai
positif karena pemimpin yang mudah berbaur.Berkaitan dengan itu nilai yang
dianut menjadi nilai tambah oleh masyarakat, karena secara moral maupun
moril kepemimpinaan pasangan kepala daerah dinilai cukup baik dimata
masyarakat, apabila tidak tersandung masalah hukum, jika keadaan ini bisa
bertahan hingga masa kepemimpinan-periode pertama, maka dukungan
masyarakat untuk maju pada periode berikutnya semakin kokoh.

Disamping itu, masyarakatpun selalu mendapatkan berita yang
berkembang dari berbagai sumber, baik itu dari media elektronikyang
menyiarkan infromasi seputar kepemimpinan kepala daerah dengan prestasi
yang didapat. Hal ini sangat disukai oleh masyarakat, karena daerahnya bisa
masuk ke dalam siaran nasional sehingga menjadi ajang promosi bagi
daerah mereka.Berdasarkan dari faktor penentu tersebut menimbulkan
persepsi masyarakat yang memberi-rasa simpati yang tinggi karena kinerja
yang dilaksanakan selama ini dinilai cukup baik. Sehingga membentuk opini
individu yang positif. Faktor penentu opini masyarakat bernilai positif
terhadap kepemimpinan seseorang kepala daerah atau pasangan kepala
kepala daerah dalam satu kali periode kepemimpinan adalah (a)
pembangunaninfrastruktur berupa jalan, jembatan termasuk penerangan
(listrik) yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat; program-program
pro kerakyatan, termasuk pemberdayaan yang selalu diperioritaskan, (b)
kepemimpinan kompak (akur) antara kepala daerah dan wakil kepala daerah
apalagi kemudian keduanya mencalon lagi untuk periodeke dua dengan
komposisi yang sama.
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Dalam pembahasan ini berawal dari pendirian sikap yaitu adanya
affect (Perasaan). Berdasarkan fakta empirik dilapangan, bahwa tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah masih tinggi,
dan bahkan mereka berharap untuk kedepannya bisa lebih baik. Diharapkan
untuk periode kedepannya mereka mampu menjaga kepercayaan
masyarakat, dan melaksanakan program-program yang belum terlaksana.
Dari adanya perasaan(affect) tersebut, maka akan melahirkan tingkahlaku
(behavior) yang memiliki komponen apakah seseorang itu setuju atau tidak,
menolak atau menerima terhadap apa yang dilaksanakan oleh pasangan
kepala daerah. Namun dari banyak kajian didapati bahwa masyarakat
secara umum menerima dengan program-program yang dibuat kepala
daerah. Dari tingkahlaku sudah positif, akan melahirkan pula
Pengetahuan/nalar (cognition)berkaitan dengan penalaran seseorang untuk
menilai sesuatu informasi, pesan, fakta, dan pengertian yang berkaitan
dengan penalarannya.Jika perasaan, tingkahlaku, dan pengetahuan dinilai
positif maka tindakan masyarakat cenderung memilih petahana.

Berdasarkan fakta di lapangan,opini yang berkembang pada awalnya
sangat negatif terhadap kepemimpinan pasangan kepala daerah, kadangkala
persepsi ini di pengaruhi oleh isu-isu pemerataan pembangunan bidang
infrastruktur di segala bidang sangat tertinggal. Harapan masyarakat daerah
mereka lebih diperhatikan dengan memenuhi tuntutan masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Tetapi sejalan dengan rentang
waktu, opini tersebut berubah dan berbanding terbalik dengan opini
sebelumnya. Dahulu banyak yang kontra siapapun yang memimpin daerah
ini, kampung kita akan tetap seperti ini, tak ada perubahan kemajuan. Namun
sekarang malahan banyak yang pro dengan kepemimpinan
pasanganincumbent dan mendukung program-program yang dibuat dalam
incumbent, dan masyarakat akan optimis kalau daerah mereka akan
merasakan pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan. Perubahan
sikap opini seperti ini, dapat dianalisis dengan komponen teori ABC'attitudes,
yaitu :Affect (Perasaan).

Dalam komponen ini masyarakat merasakan kepemimpinan ini telah
membawa perubahan dengan program-program yang telah mereka buat
bersama untuk pembangunan. Masyarakat sangat senang karena telah
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memberi arti bagi mereka lewat pembangunan infrastruktur seperti jalan,
sekolah, air bersih dan bidang lainnya, walaupun ada beberapa yang belum
seperti jaringan instalasi listrik yang sangat mereka harapkan dari
dulu.Kepemimpinan yang serasi antara kepala daerah dan wakil kepala
daerah, cukup membawa perubahan pada perkembangan daerah, apalagi
pada periode pertama menunjukan pesatnya pembangunan. Dengan
pembangunan yang diberikan pada periode pertama masyarakat masih
cukup berharap dengan periode yang kedua untuk lebih merasakan
pemerataan yang sama dengan daerah lain. Disinilah peran opini bermain,
membuat isu-isu strategis untuk mempengaruhi masyarakat pemilih.

Jika nilai-nilai Affect (Perasaan) dapat dirasakan oleh masyarakat maka
tindakan selanjutnya adalahBehaviortingkah laku), dalam komponen ini
walaupun ada sebagian yang mendukung tentu ada juga yang menolak.
Karena kecewa dengan periode pertama saat menjanjkan sesuatu yang
belum terpenuhi,maka keadaan ini dapat membuat masyarakat mengambil
langkah untuk mendukung atau tidak mendukung. Dalam keadaan kritis,
pilihan-pilihan isu terbentang luas, semakin tingginya pendidikan masyarakat,
merupakan faktor yang menyebabkan pentingnya peranan isu dan program
(syafhendry, 2016).Beberapa penilaian miring masyarakat terhadap calon
kepala  daerah  dapat diatasi dengan  membangun  opini
Cognition(pengertian/penalaran).Dalam komponen ini masyarakat menyadari
akan keterbatasan seseorang dalam memimpin karena itu masyarakat masih
punya harapan-besar terhadap petahana untuk membangun insfrastruktur
yang lebih baik. Jika kepemimpinannya telah merangsang komunikasi
tentang suatu isu, maka terbentuklah interpretasi personal.Kita telah melihat
bahwa dengan melalui interpretasi, orang memperhitungkan pertikaian dan
isu serta membuat citra dalam membantunya. Seperangkat citra yang

— —dirumuskan merupakan gambaran tentang tentang apa yang dipikirkan dan
dirasakan oleh orang lain serta apa yang mereka cenderungkan untuk
melakukannya. Melalui sampling personal, orang menjadi tahu tentang opini
orang lain yang berada di luar lingkungan kenalan langsung mereka (Davison
: 1958).Salah satu yang membuat masyarakat ber-opini positif terhadap
incumbent untuk dapat di pilih kembali ialah mereka tidak terlibat kasus
korupsi dan program kerja mereka berorientasi kepada pembangunan
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infrastruktur pedesaan.Tanpa ada kepedulian kepala daerah membangunan
desa, maka desa tetap saja suatu kawasan yang tertinggal dan
terkebelakang.

C.3. Mengukur Pendapat Umum (public opinion)

Untuk apa pendapat masyarakat atau pendapat umum di ketahui? Bagi
suatu Negara yang menganut prinsip keterbukaan dalam berdemokrasi,
pendapat umum sangat diperhatikan oleh setiap aparatur Negara atau
pejabat publik, sebab keputusan yang mereka ambil harus sesuai dengan
keinginan masyarakat.Dalam kontek komunikasi politik, jajak pendapat
menempati posisi penting untuk mengukur dan menganalisis pendapat umum
di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi.Bisa dikatakan di
Negara-negara tersebut tidak ada penggantian kepala Negara dan atau
kepala daerah yang luput dari bidikan polling. Bagi para pemimpin Negara,
pemimpin daerah, pemimpin politik, atau para kandidat yang ingin bertarung
dalam pemilihan, umumnya menggunakan jasa jajak pendapat untuk
mengetahui sejauhmana kekuatan dukungan massa terhadap citra para
kandidat. Jajak pendapat bagi masyarakat Amerika Serikat boleh dikatakan
sudah menjadi bagian dari budaya demokrasi mereka. Begitu tingginya
tingkat kepercayaan mereka terhadap hasil jajak pendapat (polling), sehingga
hampir semua calon presiden 2/3 calon Senator dan % calon gubernur di
Amerika Serikat menggunkan perusahaan jajak pendapat profesional untuk
melihat pergerakan pendapat umum terhadap dirinya. Banyak diantara
mereka percaya hasil jajak pendapat itu, tetapi banyak juga yang
mengacuhkan, terutama jika hasil jajak pendapat tidak sesuai dengan pikiran
mereka.

Opini publik memegang peranan yang sangat penting dalam
penegakan demokrasi.Tidak heran jika kelompok-kelompok politik berusaha
menanamkan citra positif melalui jejak pendapat.Pendapat umum memiliki
dua dimensi, yaitu dimensi preferensi dan dimensi intensitas.Dimensi
preferensi adalah mengukur pilihan terhadap alternatif yang ada, sedangkan
dimensi intensitas adalah mengukur bagaimana kuatnya pilihan itu terhadap
alternatif yang ada. Sebagian besar para kandidat menilai pendapat umum
sangat menentukan, namun bagaimana cara memperoleh dukungan

532 | Samarinda, 24-25 November 2016

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI “Reformasi dan
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan”

pendapat umum, itu yang menjadi persoalan. Di Negara-negara yang
menganut sistem otoriter pada umumnya pemerintah tidak menghargai
pendapat umum, sebaliknya bagi Negara-negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi sangat concern terhadap pendapat umum.Di
Negara yang menganut asas demokrasi, pendapat umum bisa tumbuh
dengan baik, karena pendapat umum menjadi the five branch of government
yang harus didengar. Tanpa mendengarkan pendapat umum pemerintah
akan kehilangan dukungan, sebab kepekaan pada pendapat umum
merupakan hal yang sangat esensial dalam demokrasi.

Dalam kaitan dengan pemilihan pejabat publik, apakah itu presiden,
gubernur atau bupati, maka jajak pendapat dibutuhkan untuk keperluan :(a)
sarana bagi kandidat untuk memperkenalkan dirinya ke publik, atau kepada
partai yang akan mengusung calon. Selain itu jajak pendapat bisa menaikkan
pamor kandidat, apabila ternyata hasil jajak pendapat banyak
mendukungnya; (b) Membantu kandidat untuk mengetahui isu apa yang di
dukung oleh publik; (c) membantu kandidat untuk mengetahui bukan saja apa
yang diinginkan publik, tetapi juga bagaimana publik menilai kandidat;(d)
menjadi bagian dari strategi kampanye dimana jajak pendapat tidak hanya
memberikan informasi kepada publik, tetapi juga citra diri yang diinginkan
publik. (e) disamping dapat mengukur kekuatan kandidat di depan publik,
juga dapat mengukur secara akurat bagaimana persepsi publik terhadap
lawan politik.(Eriyanto :1999).

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat tarik kesimpulan bahwa Opini publik itu
melibatkan komunitas terorganisasi, budaya politk, dan konsensus
politik.Terkait dengan kepemimpinan kepala daerah, tugas pemerintah bukan
menyatakan kehendak rakyat, melainkan memberlakukan penyesuaian di
antara berbagai kehendak dan tujuan khusus yang pada setiap waktu
tertentu mendesak untuk diwujudkan.Kehendak dan tujuan khusus ini di
refleksikan dalam sekelompok kecil opini yang berkembang di dalam publik
yang lebih besar yang tidak berpengetahuan dan tidak atentil. Sebaliknya
opini rakyat berakhir dangkal, ciptaan sekadar kumpulan orang banyak,
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berakar dalam mode atau keisengan dan dapat cepat berubah dan
bertingkah, mudah terbentuk lemah di sekitar isu tersendiri atau seorang
tokoh, tidak memiliki jenis pengikat yang hanya dapat diberikan oleh waktu,
tradisi, dan konvensi. Akhirnya, opini yang telah terbentuk di tengah-tengah
masyarakal tentang isu negatif seorang kepala daerah yang belum dapat
melaksanakan pembangunan infrastruktur, akan berbalik arah mendukung
petahana, jika petahana memang tidak terlibat korupsi, dan selama masa
periode pertama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu akur
hingga akhir masa jabatannya, keadaan inilah penyebab isu negatif menjadi
isu positif walaupun harapan masyarakat akan pembangunan infrastruktur

belum mereka nikmati.

D.2. Saran

Disarankan kepada kepala daerah agar memperhatikan pembangunan
infrastruktur pedesaan.Apalagi pembangunan itu telah dijanjikan pada masa
kampanye sewaktu pemilu kepala daerah dilakukan. Untuk mengatasi opini
yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terhadap suatu isu yang
melanda kepala daerah, maka sebaiknya kepala daerah melakukan
komunikasi intensif guna memberikan penjelasan terhadap suatu isu yang
beredar.
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